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-5 ABSTRAK
2/
©
QO
3
= DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA
=
EPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR
=z
()] BAPENDA KOTA PEKANBARU
7
&
QO
Al
£ Oleh:
c
FITRI AMALIA

NIM : 01770623158

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang
Iﬁmpak Penghapusan Sanksi Administrasi Pada Penerimaan Pajak Bumi dan
Ii::a;ngunan Pada Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pajak adalah salah
sgu sumber utama penerimaan negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
dafa primer dan sekunder, yg metode pengumpulan datanya dengan cara
v@wancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan
béhwa dampak penghapusan sanksi admnistrasi pada penerimaan pajak bumi dan
Q%ﬁgunan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Badan

PEndapatan Daerah Kota Pekanbaru.
73

e
I%ﬁta Kunci : Sanksi Administrasi Pajak, Penerimaan
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-

ik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-

1@ e1di1o yeH 6

generasi selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada
(o=

junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan

7))
sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan
=

)?%ng bermartabat.

QC’ Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir dengan judul : “ DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRASI PADA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KANTOR BAPENDA KOTA PEKANBARU ”, merupakan karya
tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan
gelar Diploma pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi
(ﬁn IImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini Penulis menyadari begitu banyak

e[S 23

@,ndala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama

J

cﬁri berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan yang teristimewa ucapkan
<

t§rimakasih kepada kedua Orang Tua Ayahanda Baharudiin dan Ibunda

et
-

j@smiati, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh

-~

Ie%’rena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat

-

L%apan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
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1T Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Jusmiati tercinta yang selalu memberikan
o)

nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang dan selalu

10 Y

mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar
:sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr.

NI 1w eyd

o Khairunnas Rajab, M.Ag., Wakil Rektor I Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil

c

= Rektor 11 Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor 11l Bapak Drs. Edi

Q

E’?Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan waktu dan kesempatan

- kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi disini.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.,
beserta Wakil Dekan | Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan 1
Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., serta Wakil Dekan 111 Ibuk Dr. Hj. Julina, SE,
M.Si., dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan lImu Sosial UIN Suska Riau

yang telah memberi Rekomendasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas

el}g

o Akhir ini.

I

2]
égKetua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

IU

® beserta Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Bapak Muslim, S.Sos,

(e

=]

= M.Si

L

%Penasehat Akademik Penulis lIbuk Dr. Mustigowati Ummul, M.Si, yang sudah

memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi Anak

Didiknya.
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6 Pembimbing Tugas Akhir penulis Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
o)

: yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang
©

o bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

3

7= Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam
=

Cmendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada Jurusan

zZ

omAdministrasi Pepajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
o

%Kepada teman dan sahabat terbaik penulis yang telah memberikan dukungan

E’?dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9C.Teman dan sahabat seperjuangan ADP B 17 yang telah memberikan dukungan
dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut
andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala
ketulusan dan budi baik yang telah diberikan.

o Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi

a%al baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir

@ dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang

@embutuhkan.
=]

Pekanbaru, 18 Januari 2023

Penulis

FITRI AMALIA
01770623158
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; PENDAHULUAN

1@ Latar Belakang

=

»  Dalam Era globalisasi dan teknologi yang semakin maju berbagai cara
c

wn

dgakukan dalam memudahkan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan adalah
d?ngan pembayaran pajak. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat
=

berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara
Indonesia, salah satunya dengan pembayaran pajak, karena pajak merupakan
penerimaan atau pendapatan negara yang kurang lebih dari 78% dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah  dapat
nﬁfnyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

Pg;jak yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat meningkatkan

)
pgfekonomian dan kesejahteraaan masyarakat.

(o]
(e
-:-- Pemerintah sangat berharap bahwa penerimaan negara yang bersumber
m
dEri pajak dapat meningkat setiap tahun.Terutama dalam melakukan setiap

£y

pErubahan yang menyangkut kebijakan perpajakan, undang — undang perpajakan
7))
sé:ta untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai target

~
pembangunan dan penerimaan pajak secara optimal. Seperti halnya negara juga
<
0
ni'e;mberikan tanggung jawab penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang

A
bgrtindak sebagai penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,penyidikan, dan

nery w



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjds neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq 'z

NV YYSAS NIN
o0}

&

‘nery e)sng NiN Jefem bueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad 'q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘Yeiw) eAiey uesinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedynbuad ‘e

)

S

>

b

Jaquuns ueyingaAuswu uep ueywniuedsusw edue) 1ul siny eAiey yninjgs neje ueibegas diynbuaw buele(iq °|L

o/l

Buepun-Buepun 1Bunpuiig e3did seH

®eH o

agihan.Serta harus mampu menggali potensi pajak dengan lebih efekiif,

110

sien,dan inovatif. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak

o
18 e

am meningkatkan penerimaan pajak. Pada sistem tersebut wajib pajak

erikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri

Q.
N3t

pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ns

y.';\fg didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum di dalam
a%ninistrasinya.

g Penggunaan instrumen administrasi dan yuridis dalam meningkatkan
kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
selama ini belum secara signifikan mempengaruhi dan membawa perubahan
kondisi masyarakat secara luas.

Sistem official assessment dalam penetapan dan penghitungan
pajakbesaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sangat ditentukan
bé’?dasarkan ketetapan otoritas Pemerintah terkait, baik provinsi maupun
P%merintah pusat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), misalnya, secara sepihak
o
dietapkan olen Pemerintah. Penentuan NJOP ini merupakan tahap awal untuk
m_%nghitung timbulnya kewajiban pajak atas PBB. Dalam perkembangan

<
(")
kgbijakan pembaruan perpajakan nasional yang lebih dikenal dengan sebutan

réormasi perpajakan (tax reform) jilid ke 2, terdapat paradigma dan pendekatan
déam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemerintah telah mengambil
I%}gkah kebijakan yang bersifat persuasif. Kebijakan perpajakan yang bersifat
Iégak dituangkan dalam bentuk kebijakan pengampunan pajakdan yang secara
kgusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi

PErpajakan.

neryaur
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Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan

&MeH O

aya—upaya nyata, serta di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

di

Wpaya—upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi

3
perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak

(%/P) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.Upaya ekstensifikasi
dgpat berupa perluasan objek pajak yang selama in belum tergarap.Untuk
(réengejar penerimaan pajak, perlu di dukung situasi sosial ekonomi politik yang
s(?bil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar
pcajaknya.Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali
kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak.
Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah

diberikannya pemutihan pajak danyang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk

kebijakan penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat

=)

eningkatkan subyek pajak maupun objek pajak.

Dari uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, dampak dari kebijakan

@e[sy a1e1s

nghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam kebijakan perpajakan nasional

I

nimbulkan adanya perbedaan, atau bahkan salah persepsi mengenai kebijakan

ATUR) D

penghapusan sanksi administrasi perpajakan itu sendiri.Begitu pula apa yang
2]
I%'enjadi latar belakang, dasar pertimbangan dan alasan dari adanya pemutihan
Q
p‘_g?jak yang secara kKhusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan

sgnksi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui

akah pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor

nery wisdy jredg
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Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti mengambil
QO

=
jadul “ DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA
©

RENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR
3

B:_APENDA KOTA PEKANBARU”.

=

(=

52 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari Tugas

(7))

=

)

=

m - - -

Akhir ini adalah :
=

=

1. Bagaimana dampak penghapusan sanksi administrasi pada penerimaan
pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru ?

2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dari kebijakan penghapusan

sanksi administrasi perpajakan?
-3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui dampak penghapusan sanksi administrasi pada
penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan dari kebijakan

penghapusan sanksiadministrasi perpajakan.

nery wisey jriedg uejng jo A3IsIaArun drwe[sy ajefy
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114 Manfaat penulisan

o

g- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

o

3 1. BagiPenulis

; Dengan adanya penelitian yang dilakukan di kantor BAPENDA

i dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan

§ menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan.

QO

- 2. Bagi Instansi

=

= Dapat menjadi sumber informasi bagi pegawai dan bahan panduan
dalam melaksanakan program direktorat jenderal pajak tentang
penghapusan sanksi administrasi.

3. Bagi Wajib Pajak
Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

0]

S 4. Bagi Pihak Kampus

)

E Dapat menambah bahan ilmu pengetahuan terutama program baru

=¥}

8 . . . 3 -

g pemerintah yaitu Pemutihan pajak atau yang lebih dikenal dengan

(e

2. penghapusan sanksi administrasi.

5

@

E5b Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian

bagai berikut :

nerny wisey| juredAg ejng jo 4
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BAB | : PENDAHULUAN

0

g- Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
t§|uan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

IiéAB Il : GAMBARAN UMUM INSTANSI

z

w Dalam bab ini, menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor
s

w

%ﬁdan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi unit
kjgrja, serta uraian tugas dari masing-masing bidang.

ne

BAB Ill : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan pembahasan pengertian pajak, objek pajak, subjek

pajak, pengelompokan pajak, dan pengertian pemutihan pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang

16 23e38

ah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis.

AFTAR PUSTAKA

Shuwe

nery wisey JrreAg uejng jo A3j1siaArupn



‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep iul sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAuegladwaw uep ueywnuwnbusw Buele|iq Z

AV YYSAS NIN
o0}

‘nery exsng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew niens uenelur neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘ueniuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

b )

3,

>

{_.\

W

Jaquins ueyingaAusw uep ueywniueousaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibegas diynbusaw bBuele|iq °|

@al

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did yeH

BAB Il
GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

-1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya di

eYSNS RN Y!Iw eydidoyey o

sipgkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah

k%)ota madya Daerah Tingkat Il Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran
MenteriDalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang
Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan Il, maka pada tahun 1976
dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat
IIPekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat
ituadalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Seksi Tata Usaha

c. Seksi Pajak dan Retribusi

d. Seksi IPEDA

e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

@g Jo AJISIdATU() dTWR]S] d)elS

PD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata

rja. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat

Aprey

e

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi

nery wisey J
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©
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l

QO

=

Rekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

o

Seksi Pajak

o

Seksi Retribusi

Seksi IPEDA

@

—h

Seksi Pendapatan Lain-lain

nely ejxsng NN Y!iw eyd

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

«

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 23
Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kota madya Daerah Tingkat Il sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri
Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan
cﬁ%erbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.ll Pekanbaru Nomor 7
%hun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Iéerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.lIl Pekanbaru Tipe B,

"
cEngan Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

nery wisey JrreAg uejng jo A31s1aa
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©

T f. Seksi Penagihan

X

o ¢. Unit Penyuluhan

©

o Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
3

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 tahun
=

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota

kanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang
anjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang
I%?rubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan
Srganisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,
termasuk Badan Pendapatan Daerah,dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Wakil Kepala Dinas

c. Bagian Tata Usaha

d. Sub Bidang Program

e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

f.  Sub Bidang Penagihan

g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain

h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan

i. Kelompok Fungsional

Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“ terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan

jueAg ueFngyo A31s1aArun drwe[sy aje3s

» pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat “

nery wisey|
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Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang

ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh
Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan
pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang
tersedia.

Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha
peningkatan pendapatan.

Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di
bidang pendapatan.

Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan

Daerah.

10
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A Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

epala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas

Aw gdigieH o

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah,Memimpin dan membina

N

kawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi,
c

Ig&elakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana
%’ogram dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau
r%komendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-
staf kantor.
2.Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang
rrc}geliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran,

-

o)
pengelolaan  keuangan, perlengkapan dan tata usaha.Sekretaris dalam

I

)

rgelaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap
Eéhan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan
-

r?baupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan
lfé’;rtukdapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan
S

t(l?’r’gas.Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang
=

terdiridari :

=

Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data,

nery wisey| jueig
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penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran,
monitoring.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan
kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan
rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan Aset dipimpin oleh seorang

nNejy BXSNS NIN !w g3dio YeH @

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai
tggas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
ébijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

[%Iaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan

T

kumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang

ung

5

lam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian

fisia

—t

hadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh

pinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah,dalam pelaksanaan tugas

'§0&

antu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
1.  Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

nery wisey Jrreig u@ns
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©

T 3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
QO

47:Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas

¥I§w eydi

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

=z
kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi

c
(%npelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah,
%nagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi
r%empunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang
diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam
pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1.  Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.

2.  Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.

3. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

0]

%BidangPembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

@

;T Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang

I%ﬂpala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

u

raémpunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan
m
3.

cEmpeIaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,
S

pze)ngawasan,evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi

=
(gerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi

Bflaporan danpenerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi
V)

mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh

bné.wahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan
=1

nery v

14



‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep iul sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAuegladwaw uep ueywnuwnbusw Buele|iq Z

AV YYSAS NIN
o0}

‘nery exsng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew niens uenelur neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘ueniuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

Jaquins ueyingaAusw uep ueywniueousaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibegas diynbusaw bBuele|iq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did yeH

©
atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai
QO

pi;doman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang

t%diri dari :

1.  Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.  Kepala Seksi Pertimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan
Pajak.

3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

idang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

nefy eysns NN AW

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak,
Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan
Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup
Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
7.Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

gois

as Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan

ngsional yangdimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan

ngsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

unBrugsy

L

ahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud

impin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

nery wisey juedg uejng jo Afsid
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Perbedaan Tax Amnesty dan Pemutihan Pajak

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan

@dioyell o

ngan cara mengungkapkan dan membayar uang tebusan pajak atas harta yang

168 w

ama ini tidak dilaporkan.

Pemutihan Pajak dalam pemahaman sederhananya adalah penghapusan

ksi administrasi pajak baik orang pribadi maupun badan. Jadi ketika wajib

sNENIN

pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

e

tdhunan dan diketahui kurang bayar maka pemerintah akan menghapuskan
O]

c
kekurangan tersebut.

Yang menjadi perbedaan tax amnesty dan pemutihan pajak adalah pada tax
amnesty wajib pajak mendapatkan jaminan yang kuat untuk tidak diperiksa
sedangkan pada pemutihan pajak hanya memberikan penghapusan sanksi pajak

jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

nery wisey JireAg uejng jo AJISIaAIu) dIWe|s] 3jel§
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©

oe

QO

2 BAB IV

(@)

=

o

3 PENUTUP

;_;.

4;. Kesimpulan

7))

c

% Berdasarkan analisis kebijakan perpajakan sebagaimana telah disampaikan
Q

pada sub bagian pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara,pemutihan pajak
bisa mendapatkan legalitas. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu
digaris bawahi. Pemutihan pajak sebaiknya tidak diberlakukan pada unsur tindak
pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda dan sanksi.
p%negakan hukum terhadap unsur pidana tidak boleh diabaikan begitu saja demi

nlengejar pemasukan negara, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapar unsur
2]

o .
yang merugikan negara.
b;;-

(a,

2(.-<;Penerapan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh

r@mbayar pajak bumi dan bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
<

PBkanbaru adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan baik, karena
7))

sgsuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
~

2Ag u

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan kebijakan

o
Lie

nery wisey J

am rangka keterbukaan untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.

50



‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep iul sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAuegladwaw uep ueywnuwnbusw Buele|iq Z

AV YYSAS NIN
o0}

‘nery exsng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad °q

‘yejesew niens uenelur neje YUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesinuad ‘ueniuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad ‘e

Jaquins ueyingaAusw uep ueywniueousaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibegas diynbusaw bBuele|iq °|

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did yeH

©
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan fasilitas
QO

p?(;nghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan.

Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakantelah

3111 eyd

ndorong adanya tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.
(=
z
42 Saran
c
w
=
QO
Py

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran

®
yangbisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar selalu
meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang masih belum paham dengan
istilah Pemutihan Pajak atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan
arahan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

»n

Z;'_ Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkanmutu
)

pEIayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan pajak
V]
)%ﬂg lebih baik sehingga permasalahan perpajakanakan dapat diselesaikan lebih
(e
Gepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban Wajib Pajak
=

n akan dilaksanakan dengan lancar sesuai ketentuan berlaku.

nery wisey JrreAg uejng jo A3igrd
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